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BAB III 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penulisan hukum diatas, penulis menyimpulkan bahwa pelindungan 

korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

sudah mengatur lebih rinci terkait pelindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual. 

Secara substansi, Undang-Undang tersebut telah menjelaskan antara lain pengertian 

pelindungan korban kekerasan seksual, hak korban, jenis-jenis kekerasan seksual, 

pelaporan, pendampingan korban dan restitusi korban pelecehan seksual, Dimana hal-hal 

tersebut belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. 

Substansi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual ini perlu dijadikan rujukan utama bagi penegak hukum, khususnya 

kepolisian republic Indonesia. Dalam praktiknya, Aparat Penegak Hukum cenderung 

belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual. Kecenderungannya, Aparat Hukum akan menggunakan UU 

Perlindungan Anak pada korban dibawah umur. Sedangkan untuk korban kekerasan 

seksual yang bersia dewasa, kecenderungannya kurang mendapat perhatian. Hal ini 

disebabkan karena aparat hukum masih memiliki paradigma bahwa terjadinya kekerasan 

seksual pada orang yang berusia dewasa merupakan hubungan yang didasari oleh 

konsensual yang tidak masuk dalam ranah public. Akibatnya, hal ini menyulitkan korban 

dewasa. Proses pelaporan tidak berjalan dengan baik sehingga tidak dapat dilanjutkan. 

Selain itu, masih banyak Masyarakat yang belum paham keberadaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Banyak korban yang 
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melakukan pelaporan tanpa didampingi oleh Lembaga Masyarakat seperti diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

Pemerintah seyogyanya melakukan upaya atau rencana aksi lebih lanjut terkait 

dengan Pelindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual dengan membentuk peraturan 

turunan dari UU TPKS. Namun, hingga saat ini peraturan tersebut belum juga dibentuk 

dan masih dalam tahap perumusan. Ketiadaan peraturan pelaksana ini berpengaruh pada 

proses pelindungan hukum pada korban pelecehan seksual karena banyak Aparat 

Penegak Hukum yang menolak menggunakan Undang-Undang ini dengan alasan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum 

memiliki peraturan turunan. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penulisan hukum diatas, maka saran yang dapat penulis berikan 

saran sebagai berikut: 

1. Penyuluhan serta sosialisasi yang menyeluruh untuk Aparat Penegak Hukum 

urgent untuk dilakukan secara rutin dan masif agar Aparat Penegak Hukum dapat 

memproses kasus kekerasan seksual dengan baik dan hak korban dapat terlindungi 

dengan baik dan maksimal sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Penyuluhan dan 

Sosialisasi yang menyeluruh untuk Masyarakat juga urgent untuk segera dilakukan 

secara rutin dan masif agar mencegah kekerasan seksual terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat dan Masyarakat dapat memahami hak-hak korban dan pelindungan 

korban kekerasan seksual. 
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2. Mempercepat proses penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan seyogyanya 

pemerintah juga berupaya aktif untuk menyusun dan mengimplementasikan program- 

program kerja untuk mewujudkan pelindungan terhadap korban kekerasan seksual. 
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